R =

x?[F‘i“\
BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASIEEM
NOMOR 18 TAIUN 2010

TENTANG

PERL "IH/.\.H.AN: ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 TAHUN
2009 [_]"NII ANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA
PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN

Menimbang :

Mengingat :

IJ

-

KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAL
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian
Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawar vang Bekerja
pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Karangasem belum mengatur uang saku bagi Petugas Pos Emergency
Service Respons @ '

bahwa sesuai maksud huruf a. maka Peraturan Bupat Nomor 23
Tahun 2009 tentang Pemberian Honorartum dan Uang Saka Kepada
Pejabut/Peguvwai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Peranghat
Dacrah  Pemerintah - Kabupaten  Karangasem perlu dilakukan
perubahan :

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud - dalam
huruf a dan hurul” b, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 235 Tahun 2009
tentang  Pemberian Honorarium  dan - Uang  Saku - kepada
Pejabat/Pegawai vang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Dacrah Pemeriniah Kabupaten Karangasem :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat |
Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Fambahan

{ embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 1635) ¢

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok
Kepegawaian J(Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 1974
Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 453
Lahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) :-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penycelenggara
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Fambahan i embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ¢
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43553) :
Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan © (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33. Tambahan Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 4389): h

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437).
scbagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(LLembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ¢

Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar
Akuntanst  Pemermtahan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesta Nomor.4503)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor
4578)

Peraturan . Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4614) :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741) :

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 20006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan  Dacrah (Lembaran  Dacrah - Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5. Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Nomor <) .



IS, Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Dacrah - Kabupaten  Karangasem  (Lembaran  Dacrah - Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Nomor 3) :

16. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Karangasem Nomor 6) :

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal |

Ketentuan - dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati  Karangasem
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorariam dan tang Suku
Kepada Pcjabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan  Keria
Perangkat Dacrah Pemerintah Kabupaten Karangasem  (Berita Dacrah
Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 23) diubah. schingga berbunyi

scbagai berikut : ‘

(4) Khusus untuk Petugas Pemeriksa KTP di Pelabuhan Padangbai
diberikan uang saku Rp. 47.500.- (empat puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) dan Petugas Pos Emergency Service Respons (ESR) diberikan
uang saku Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per satu kali jaga.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.
Agar - setiap - orang - mengetahuinya, memerintahkan pengundangin
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita - Dacrah

Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2010

BUPATI KARANGASI:M,

I WAYAN GEREDI( it

Diundangkan di Amlapura
pada tangeal 21 April 2010

SEKRETARIS DAMRAH KABUPATEN KARANGASEM.

I NEENC
BERITA DALERALI

AT SUDARSA g
RABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 18



